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BUPATI T'ORA.IA UTARA
PROVINSI ST'LAWTSI SELATAIT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEI{YELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan
dan nonperizinan guna mewujudkan pelayanan yang
cepat, murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau
maka perlu dilaksanakan secara terpadu dan satu pintu;
bahwa pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dilakukan untuk menyatukan
proses pengelolaan pelayanan, baik yang bersifat
pelayanan perizinan maupun nonperizinan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebegaimana dimaksud
dalam huruf a, dant huruf b, perlu menetapkan peraturan
Daerah Kabupaten Torqia utara tentang penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun Lggg Nomor ZS, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3gSU
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3o rahun 2oo2 tentang Komisi pemberantasan
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO2 Nomor L3T, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a2SOl;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dengan
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44381;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO7 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOT Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a72+l;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OOB tentang
Informasi dan Transaksi Elektnonik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OL6
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2OO8 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 251, Tambatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5952);

6. Undang-Undang Nomor L4 Tatrun 2OO8 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a8a6l;

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOB tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utaxa di provinsi
sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AO8 Nomor 1O1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor +BTat,;

8. undang-undang Nomor 25 Tatrun 2oog tentang pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog
Nomor ll2, Tambatran lembara, Negara Repubtik
Indonesia Nomor 5O3B);

9. undang-undang Nomor 28 Tatrun 2oog tentang pqiak
Daeratr dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20og Nomor r3o, Tambatran kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor SOag);

10. undang-undang Nomor 2s rahun 2ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ssgz)
sebagaimana telah diubah beberapa kali teraktrir dengan
undang-undang Nomor 9 Tahun 2o1s tentang perubahan
Kedua Atas undang-undang Nomor 2z rahun zol4
tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ols Nomor 5g, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56T9l;
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1 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Al4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OOS tentang
Pedoman Pen5rusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 15O, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a585);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2OL2 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun ZOt2
Nomor 189, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53a8);

14. Peraturan Pemerintah Nomor gG Tahun 2oLz tentang
Pelaksanaan undang-undang Nomor zs ratrun zoog
tentang Pelayanan Pubuk (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 2lS, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun zolz tentang
Inovasi Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 2OO, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S88Z);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2olg tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik (Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 90, Tarrrbatran Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 62LSl;

17. Peraturan Pemerintah Nomor rz rahun zolg tentang
Pengelolaan Keuangan Daeratr (Lembara' Negara
Republik Indonesia Tahun 2olg Nomor 42, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

18. Peraturan Pemerintatr Nomor 24 Tahun 2olg tentang
Pemberian Insentif Kemudahan Investasi di Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun zolg
Nomor 63, Tambaha, Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6330);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor T6
Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan
Publik (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2013
Nomor 191);

20. Peraturan Presiden Repubtik Indonesia Nomor gT
Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan Terpadu
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Satu Pintu Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 221);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9l
Tahun 2Ol7 terlrtarag Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 210);

22. Peraturan Menteri Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem
Manajemen Informasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor SSl);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor IOO Tahun 2O16 tentang pedoman Nomenklatur
Dinas Penaman Modal pelayanan Terpadu Satu Fintu
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 138 Tahun 2Ol7 Tentang
Pelayanan Terpadu Satu pintu Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

26.Peraturan Daerah Ifubupaten Toraja Utara Nomor 11
Tahun 2010 tentang pokok-pokok pengeloLaan Keuangan
Daerah (I.embaran Daerah l(abupaten Toraja Utara
Tahun 2O1O Nomor 11, Tambahan l"embaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);

27. Peraturan Daerah IGbupa.ten Toraja Utara Nomor 17
Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan
Pubtik Daerah Kabupaten ToraLja Utara
Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan kmbaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Nomor 39);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4
Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Daerah
Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan kmbaran
Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6l);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor lO
Tahun 2O16 tentang penanaman Modal (Lembaran Daerah
Kabupa.ten Toraja Utara Tahun 2016
Tambahan Iembaran Daerah
Nomor 67).

Nomor 10,

Toraja Utara
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAIffAT DAERAH
KABUPATEN TORA"IA UTARA

dan
BUPATI TORA"IA UTARA

MEMUTUSI(AN:

MCNCTAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEI'IYELENGGAIR,Iq\AII
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantua' dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsrp negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang
maksud dalam undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan Ralryat
Daerah Kabupaten Toraja utara yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi Daerah.

7 - Perangkat Daerah pengelola perizinan dan Nonperizinan
adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
Pemerintatran di bidang penanaman Modal dan pelayanan
Terpadu Satu pintu.

8. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat Daerah yang
memiliki kewenangan melakukan pengawasan secara
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teloris operasional dan pembinaan sesuai dengan tuga.s
pokok dan fungsinya.

9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha
yang melakukan modal yang dapat
berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal
asing.

10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan
menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri
maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha
di wilayah Negara Republik Indonesia.

11. Pelayanan Terpadu Satu pintu yang selanjutnya disingkat
PTSP adalah pelayanan secaxa terintegrasi dalam satu
kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai
dengan tahap
satu pintu.

penyelesaian produk pelayanan melalui

12. Penyelenggara PTSP Daerah adalah Fejabat pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan perturan

13. Penyelenggaraan PISp adalah kegiatan penyelenggaraan
Perizinan dan Nonperizinan yang prioses pengelolaannya
mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya
dokumen dilakukan secara terpadu daLam satu pintu dan
satu tempat.

14. Delegasi adatah pelimpahan Kewenangan dari Badan
dan/atau Pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada
Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah
dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih
sepenuhnya kepada penerima delegasi.

15. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak,
dan 5rrcrizirrarr dan

nonperizinan, termasuk
pemberi wewenang.

penandatanganannya atas nama

16. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tuga.s, hak,
kewajiban, dan Perizinan dan
Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama
penerima wewenang.

LT.lzim adalah dokumen yang dikeluarkan oleh
Peraturan Daerah atau produk hukum

lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah
atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum
untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

18. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas
persetujuan dari kepa.da seseorang atau

sesuai dengan ketentuanpelaku usaha/ kegiatan tertentu
peraturan perundang-undangan.



19. Nonperizinan adalah pemberian dokumen dan bukti
legalitas sahnya sesuatu kepada sessorang atau
sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan
informasi sesuai dengan ketentuan peraturan
undangan.

20. Perizinan Berusaha adatah pendaftaran yang diberikan
kepa.da Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam
bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk
surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau
Komitmen.

21. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektnonik atau
Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS
adalah Perizinan Berusaha yang diterbitlian oleh Iembaga
OSS untuk dan atas nama menteri, lembaga,
gubernur, atau bupati kepada pelaku Usaha melalui
sistem elektronik yang terintegrasi.

22.lzin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS
untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga,
gubernur, atau bupa.ti setelah pelaku Usaha melakukan
Pendaftaran dan untuk memuliai usaha dan/atau kegiatan
sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional
dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitrnen.

23. Maklumat Pelayanan publik yang selanjutnya disingkat
MPP adaLah pemyataan kesanggupan pemerintah Daerah
dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

24. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat
PSE adalah pelayanan perizinan dan yang
diberil€n melalui pISp secara elektronik yang selanjutnya
disebut PTSP-el.

25. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri
atas inforrrasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau
terkait dengan informasi elektronik Lainnya yang
digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

26.Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi adalah tanda
tangan elektronik yang dibuat Jasa

sertilikasi elektronik.
Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum

yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipencaya, yang
memberikan dan mengaudit Sertifikat

28. Penyederhanan pelayanan adalah upa.ya
waktu dan prosedur
perizinan.

pelayanan perizinan dan no,n

27.
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29.Tim telmis adalah kelompok keda yang terdiri dari
unsur Perangkat daerah terkait yang mempunyai
kompetensi dibidangnya dan mempunyai kewenangan
untuk keputusan dalam
rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu

uz$t yang

telcris.
30. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan

mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan
tingkat ketaatan terhadap persyaxatan izin dan/atau
peraturan perundang-undangan.

31. Suruei Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat
SKM adalah pengukuran sgemt komprehensif kegiatan
tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari
hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam

memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan
publik.

32. Sanksi administrasi adalah penerapan

hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban
dan/atau penglrapusan hak bagi pemegang izin dan/atau
aparat

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan PIS P berasaskan :

umum;
kepastian hukum;
kesamaan hak;

hak dan kewajiban;

partisipatif;
persamaan perlakuan /tidak diskriminatif;

akuntabilitas;
ketepatan waktu;

k. fasilitas dan
rentan; dan

khusus bagi kelompok

slzfETird

a.

b.
c.

d.

e.

f.

c.
h.
i.
j.

a

l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.



Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3

(1) Maksud penyelenggaran PTSP adalah untuk memberikan
kemudahan dan kepastian bag masyarakat dalam
mempenoleh pelayanan @zilnar, dan nonperizinan.

(2) Kemudatran sebagaimana dimaksud pada ayat (r) adalatr:
a. kemudahan bag masyarakat untuk memperoleh

pelayanan informasi mengenai tempat, waktu, biaya;
b. kemudahan persyaratan dan prosedur;
c. kemudahan penyampaian dan penyelesaian

pengaduan pelayanan; dan
d. kemudahan perizinan dan nonperizinan.

(3) Kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat (1| adalah
kepastian hukum/kejelasan terhadap waktu, biaya,
persyaratan, prosedur dan penyelesaian pengaduan
pelayanan penzinan dan nonperizinan

Bagian Kefiga
TUjuan

Pasa1 4

Penyelenggaraan PTSP Daerah bertujuan:
a. meningfuatkan kualitas prsp, mewujudkan perlindungan

dan kepastian hukum kepada masyarakat;
b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat

untuk memperoleh pelayanan prima; dan
c. meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing

daeratr.

Bagian Keempat
Sasaran

Pasal 5

sasaran penyelenggaraan prsp Daerah yaitu terwujudnya
PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana,
tedangfuau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan
nonperizinan.
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BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. kewenangan dan tanggungjawab pISp;
b. tim teloris;
c. penyelenggaraan pTSp;

d. perencanaan;
e. penyerdahanaan pelayanan;
f. pelayanan secara elektronik;
g. sarana dan prasarana;
h. sumber daya manusia;
i. etika pelayanan;
j. survei kepuasan masyarakat;
k. forum komunikasi pTSp;
1. pengawasan dan evaluasi;
m. pembinaan;
n. pelaporan;
o. pendanaan; dan
p. sanksi administrasi.

BAB IV
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PTSP

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan prsrp di Daerah adarah kewenangan
Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(21 Bupati memberikan penderegasian wewenang pengeroraan
administrasi perizinan dan nonperizinan yang menjadi
urusan Pemerintah Daerah kepada perangkat Daerah
yang membidangi penanaman modal dan pISp.

(3) Pendelegasia, wewenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, meliputi:
a. kewenanga, perizinan da, nonperizinan yang menjadi

urusan pemerintah Daeratr sesuai dengan ketentua,
peraturan perundang_undangan; dan

b' kewenangan perizinan da, nonperizinan ya,g menjadi
urusan pemerintah yang diberit<an pelimpahan
wewenang kepada Bupati.
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Pasal 8

Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan nonperizinan oleh PISP meliputi:
a. penerimaan atau penolakan berkas permohonan;
b. penelitian berkas/dokumen perizinan dan nonperizinan;
c. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
d. penyerahan dokumen iztrr dan nonizin; dan
e. pencabutan dan pembatalan dokumen iain dan nonizin.

Pasal 9

Penerbitan perizinan dan nonperizinan, evaluasi dan
monitoring perizinan dan nonperizinan dilaksanakan
Perangt<at Daerah Penanaman Modal dan PISP dengan
berkoordinasi Perangt<at Daerah teknis.

Pasal 1O

(1) Perangkat Daeratr yang membidangi penanaman
modal darr PTSP dalam melaksanakan kewenangan
sebagaimanra dimaksud dalarn Pasal 7 ayat (21 dapat
membentuk Unit Pelaksana Teknis Daeratr dan bentuk
layanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Bentuk layanan Lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. pelayanan administrasi terpadu Kecamatan dan/atau

Kelurahan lLrllmbang;
b. gerai layanan;
c. layanan keliling;
d. layanan antarjemput; dan/atau
e. layanan bersama antar PTSP Provinsi dan Kabupaten.

(3) Pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, sebagai simpul pTSp sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(a) Pembinaan telaris pelayanan administrasi terpadu
sebagaimana rlimaksud pada ayat (2) huruf a rlilakukan
oleh kepala Perangt<at Daerah yang membidangi
penanaman modal dan PISp.

(5) Ketentuan lebih lanjut bentuk layanan rainnya
sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b,
huruf c dan huruf d diatur dalam peraturan Bupati.
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Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 11

(1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan da,
nonperizinan, Perangkat Daerah yang membidangi
penanaman modal dan pTSp bertanggung jawab secara
administratif terhadap penerbitan perizinan dan
nonperizinan.

(2) Perangkat Daerah teloris bertanggung jawab secara teknis
terhadap penerbitan rekomendasi perizinan dan
nonperizinan.

(3) Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modar
dan PISP dan perangkat Daerah Telaris bersama-sama
secara terpadu bertanggung jawab atas
penyelenggaraan/penerbitan izin dan nonperizinan sesuai
dengan Ketentuan peraturan perundang_undangan.

Bagian Ketiga
Jenis Perizinan dan Non perizinan

Pasal 12

(1) Jenis perizinan dan nonperizinan yang menjadi
kewenangan penyerenggaraan penanaman modar dan
PTSP meliputi perizinan da, nonlrerizina, yang menjadi
kewenangan daeratr.

(2) Ketentuan tebih lanjut mengenai rincian jenis
perizinan dan nonlrerizinan yang menjadi kewenangan
penyelenggaraan prsp sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dafam peraturan Bupati.

BAB V
TIM TEKMS

Bagian Kesatu
Anggota Tim Teknis

Pasal 13

(1) Dalam ra,gka menunja,g kela,caran penyelenggar.ran
PISP, dibentuk tim teknis.

(2) Tim tekreis sebagaimana dimaksud pada ayat (r)
beranggotakan tenaga teknis profesionar dari perangkat
Daeratr terkait.
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(3) Pembentukan tim teknis sebagaimana ayat (l) ditetapkan
dengan Keputusan Bupa.ti.

(4) Ketua tim teknis adalah pejabat eselon III
merupakan representatif Ferangkat Daerah dan bertindak
untuk dan atas nama kepala perangkat Daerah yang

(5) Ketua tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
mempunyai mandat untuk menandatangani pertimbangan
teknis yang diperlukan.

Bagian Kedua
Kompetensi Tim Teknis

Pasal 14

(1) Anggota tim teknis adalah Aparat Sipil Negara.
(2) Anggota tim teloris sebagaimana

harus memenuhi kriteria sebaCai
a. memiliki kompetensi yang

dimaksud pa.da ayat (1),
berikut:
berlatar belakang dan

rlimaksud dalarn pasal 13 ayat (l)
untuk mengambil keputusan

diterima oleh tim

keterampilan sesuai dengan penuga.san;
b. menguasai teknologi
c. disiplin;
d. bertanggungjawab; dan
e. memiliki sikap yang baik dan ramah.

Bagian Kefig+
, Kewajiban dan Tugas Tim Teknis

Paragraf I
Kewenangan Tim Teknis

Pasal 15

(1) fim teknis
memiliki
daLam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau
ditola.lmya suatu permohonan perizinan.

(2) Rekomendasi sebagainana dimaksud pada ayat (l),
merupakan saran atau pertimbangan teknis dapat
atau tidaknya izin dan/atau nonizin diterbitkan.

(3) Pemberian rekomendasi oleh Tim teknis paling lama 3
(tiga) hari kerja dan/atau sesuai SOP setelah berkas

permohonan perizinan dan

telnis.
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pengawasan terhadap pelaksanaan penziman/nonperizinan
secara berkesinambungan sesuai dengnn kewenangan serta
tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf2
Kewajiban Tim teknis

Pasal 16

Tim teknis dan

Paragraf 3
Tugas Tim Teknis

Pasal 17

Tim Tekrris memiliki tugas:
a. menerima pertimbangan teknis dari

Perangkat Daerah yang membidangi
dan PTSP;

b. melakukan penerimaan dan/atau
lapangan bersama dengan perangkat Daerah

penanaman modal dan pTSp;
c. melakukan dan kqiian lapangan yang

kepala Perangkat Daerah dan

modal

kajian
yang

dikonsultasikan kepada
lembaga lainnya;

d. menyusun berita acara pemeriksaan atau pembahasan
e. teknis dalam rangka

dan

teknis dan

rekomendasi perizinan dan non perizinan
kepada kepala perangkat

tan yang mencakup
analisis kajian; dan

subtansi
Daerah yang
pertimbangan

f. menghitung nil,ai retribusi sebagai bahan penetapan surat
retribusi daerah untuk perizinan tertentu.

Bagian Keempa.t
Penempatan Tim Teloris

Pasal 18

(1) Tim teloris Perangkat Daerah terkait
Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal
dan PISP.

(2) Status pejabat yang ditugaskan dalam tim teknis adalah
penuSasan, yang secara termaksud gaji,
tunjangan jabatan masih berada pa.da perangfuat Daerah

pada

di

asal kecuali biaya
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Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal
dan PISP.

(3) Biaya se dimaksud ayat (21

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PTSP

Bagian Kesatu
Maklumat Pelayanan publik

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah d4lerrr menyelenggarakan
perizinan dan nonperizinan membentuk Mpp perizinan
dan

(2) MPP perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:

jenis pelayanan yang disediakan;
syaraU
prosedur;
biaya;
waktu;
hak dan

dan
C. penanggungjawab penyelenggaraan

(3) MPP perizinan dan nonperizinan Daerah

a.
b.
c.
d.
e.

f.

sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) ditandatangani oleh
Bupati dan dipublikasikan secara luas kepada
masyaxakat.

kewajiban Pemerintah Daerah dan warga

Bagian Kedua
Standar Pelayanan

Pasal 2O

Dalam
penananran

menetapkan dan menerapkan:
a. Standar
b. Standar

dan

Ferangkat Daerah yang
dan PTSP menJrusun,

PISP,
modal

Operasional Pnrsedur.

Pasal 21

(1) Komponen standar pelayanan FE

dalam Pasal 20 huruf a paling sedikit
a, dasar hukum;

dimaksud
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persyaratan;
sistem, mekanisme, dan pncsedur;
jangka waktu penyelesaian;
biaya/tarif;
produk peLayanan;
sarana, prasarana, dan/atau liasilitas;
kompetensi pelaksana;
pengawaaan internal;
penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
jumlah pelaksana;
jaminan pelayanan yang memberikan kepastian
pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar
pelayanan

Pas722

(1) Komponen Standar Operasional hosedur seba,gaimana
dimaksud dalam pasal 2O huruf b meliputi:
a. nomor standar operasional prosedur;
b. tanggal pembuatan;
c. tanggal revisi;
d. tanggal pengesa-l.an;
e. disahkan oleh;
f. nama standar operasional prosedur;
g. dasar hukum;
h. kuafifikasi pelaksana;
i. keterkaitan;
j. peralatan dan perlengt<apan;
k. peringatan;
l. pencatatan dan pendataan;
m. uraian prosedur;
n. pelaksana;
o. kelengfuapan;
p. waktu;
q. biaya; dan
r. ouqput.

(2) Standar Operasionat pnosedur sebagaimana dimaksud

b.
c.
d.
e.

f.

c.
h.
i.
j.
k.
l.

m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam
bentuk komitmen untuk memberikan nasa. arnan,
bebas dari bahaya, dan risiko keragu_raguan; dann. evaluasi kinerja pelaksana.

(2) Ketentuan lebih Ianjut mengenai komponen standar
pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Bupa.ti.

pada ayat
Bupati.

(l) ditetapkan dengan Keputusan
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Bagian Ketiga
Menajemen Pelayanan

Pasal 23

(1) Dalam perizinan dan
sebagaimana dimaksud dafam pasal g,

Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal
dan PTSP menerapkan manajemen pISp.

(2) Manajemen pISp dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

pengelolaan pengaduan nrasyaxa-lqt;

pengawasan internal;
penyuluhan kepada mas5zarakat; dan
pelayanan konsultasi.

Paragraf 1

Pelaksanaan Pelayanan

Pasat 24

(1) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada
PISP sebaga.imana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2)
huruf a, dengan tahapan pafing sedikit meliputi:

a.

b.

c.

d.
e.

f.

a.

b.

c.

menerima dan memverifikasi berkas perrrohonan;
memberikan tanda terima kepa.da pemohon;
menolak
sesuai

permohonan izin dan/atau nonizin yang tidak
dengan ketentuan

d. memproses dan
nonizin;
memprloses pencabutan dan pembatalan dokumen uztn
dan/atau nonizin; dan

izin dan/atau nonizin yang

(2) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud paila

e

f.

ayat (1) huruf a,
oleh pegawai yang
ofie.

menerbitkan dokumen izin dan/atau

huruf b, dan huruf f, dilakukan
pa.da kantor deprrn/fiorrt

dimaksud pada
e, dilakukan oleh

telah selesai kepada

(3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana
ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf
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pegawai yang
ofre.

ditugaskan pada kantor trclakang/back

(4) Penyerahan dokumen izin dan/atau rronlzilrr kepada
pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,
ditembuskan kepada Perangkat Daerah teloris.

Pasal 25

(1) Pelakmnaan peLayanan perizinan dan nonperizinan tidak
dipungut biaya oleh penyelenggara pTSp.

(2) Dalam hal suatu perizinan dan nonperizinan yang
dikenakan retribusi daerah, besarannya dihitung dan
ditetapkan oleh Tim Teknis yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang_undangan.

(3) Pelaksanaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud
pa.da ayat (2) dapat diintegrasikan dalqrn pelayanan
perizinan di PTSP.

(a) Pelaksanaan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum penyerahan
dokumen izin kepada pemohon, dan disetorkan langsung
ke kas daerah sesuai dengan peraturan

(5) Pelaksanaan pembayaran retribusi daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (41 dapat dilakukan s@ara
nontunai sesuai dengan ketentuan peraturan
undangan,

Da1am

dan N

pasal 26

pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan perizinan
onperizinan, perangkat Daerah yang

penananun modal dan pISp tidak dibebani target
penerinraan retribusi daerah
Pasal 25 ayat(21.

Sebagaiman4 dimnksud dafu6

Pangraf 2
Pengaduan

Pasal 27

(1) Pengelolaan pengaduan masyaxakat
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dilakukan

transparan dan dapat
s@ara cepat, tepat, tertib, tuntas,
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(2) Pelaksanaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dengan tahapan
paling sedikit meliputi:
a. menerima penga.duan atas layanan perizinan dan

memeriksa dokumen
dan tanda

terima kepada pengadu;
b. menelaah, mengklasifikasi, dan

penyelesaian penga.duan;
c. memprroses penyelesaian setiap pengaduan dalam hal

substansi penga.duan terkait langsung dengan layanan
perizinan dan

d. dalam hal substansi tidak menjadi
PISP, pengaduan

disalurkan kepada kepala perangt<at Daerah terkait;
e. menyampaikan informasi dan/atau tanggapan kepada

pengadu dan/atau pihak terkait;
f. melakukan dan hasil

pengelolaan penga.duan; dan
g. pemantauan dan evaluasi

(3) Pelaksanaan layanan
pengelolaan pengaduan.

dimaksud pa.da ayat (2) huruf a dan huruf e, dilakukan
oleh pegawai yang ditugaskan pada Bidang Layanan

Pasal 28

(1) Perangkat Daerah yang membidangi penanaman
dan PTSP sarana penga.duan

terkait

modal
untuk

layananpenga.duan
perizinan dan nonperizinan.

(2) Layanan pengaduan dapat dilakukan secarEr manual dan
elektronik.

(3) Sarana pengaduan secara rnanual menggunakan formulir
dan kotak pengaduan.

(4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
untuk

(5) Kotak
untuk

pengaduan yang disampaikan secara
Uagaimana dimaksud pa.da ayat (3)

secara tidak

dan/atau pesan layanan singkat

yang
langsung.

(6) Sarana penga.duan secara elektronik dapa.t
surat elektnonik
dan/atau telepon.
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Paragraf3
Pengelolaan Inforrnasi

Pasal 29

(1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan secara terbuka dan
mudah diakses oleh masyarakat.

(21 Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
a. menerima permintaan layanan informasi;
b. menyediakan informasi terkait layanan perizinan dan

nonperizinan; dan
c. memberikan informasi terkait layanan perizinan dan

nonperizinan.
(3) PeLaksanaan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (21huruf a dan huruf c, dilakukan oleh pegawai
yang ditugaskan pada ruang infonnasi dan konsultasi di
Bidang Layanan pengaduan.

Pasal 3O

(1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:
a. profil kelembagaan;
b. profil struktur organisasi;
c. MPP perizinan dan nonperizina, pemerintah Daerah,

dan maklumat layanan penyelenggara pTSp;
d. standar pelayanan;
e. penelusuran proses penerbitan perizina, da,

nonperizinan;
f. pengelolaa, pengadua, perizina' da' nonperizina,;

dan
g. penitraian kinerja pTSp.

(2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (r)
dapat dilakul€n secara manual dan erektronik.

(3) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (r) dan ayat (2) kepada masyarakat
tidak dipungut biaya.

(4) Pelaksanaan pemberia, informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (U sampai dengan ayat (3) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang_undangan.
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Paragrafa
Pengawasan Internal

Pasal 31

Pengawasan internal sebagairnana dimaksud dalam pasal 23
ayat (2) huruf d, meliputi:
a. pengawasan oleh atasan langsung; dan
b. pengawasan oleh pengawas fungsional.

Pasal 32

Pelaksanaa, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf S
Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 33

(1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e, paling sedikit meriputi:
a' hak dan kewajiban pemerintah daerah dan

masyarakat terhadap pelayana, perizinan dan
nontrrerizinan;

b. ma'faat perizina, da, nonpenzrnanbagi masyarakat;
c. jenis pelayanan;
d. persyarata, dan mekanisme Layana, perizinan da,

nonperizinan; dan
e. wakhr dan tempat pelayanan.

(2) Penyelenggaraan peny*ruhan kepada masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (r) dilakukan melarui:a. media elektronik;
b. media nrassa;
c. media cetak; dan
d. pertemuan.

(3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana rtimaksud pada
ayat (1) dikoordinasikan oreh bidang yang meuriliki fungsi
penyuluhan pada perangkat Daeratr yang membidangi
penanarnan modal dan pISp-

Paragraf6
Pelayanan Konsultasi

Pasal 34

(1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud
Pasal 23 ayat (2) huruf f, paling sedikit meliputi:

dalam
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a. konsultasi teknis jenis layanan perizinan dan
nonperizinan;

b. konsultasi aspek hukum perizinan dan nonperizinan;
dan

c. pendampingan teknis.

{21 Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan pada ruang konsultasi.

(3) Layanan konsultasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)

dan ayat (21 dilakukan oleh pejabat pada bidang
yang memiliki tugas dan fungsi konsultasi pada
Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal
dan PISP.

Bagian Keempat
Waktu

Pasal 35

Jangka waktu pelayanan perizinan dan nonperizinan
sebagaimana dimaksud dalarn pasal 24 ayat (1) huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f ditetapkan sesuai
standar operasional pnosedur masing-masing jerris perizinan
dan nonperizinan.

Pasal 36

Jangka waktu pengelolaan pengaduan Layanan perizina' dan
Nonperizinan sebagaimana dimaksud daram pasar 2T ayat (21
huruf a sampai dengan huruf e paling lama s (lima) hari kerja
terhitung sejak diterimanya dokumen pengaduan layanan
perizinan dan nonperizina, secara rengkap, kecuari yang
diatur walctunya sesuai denga, ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VII
PERENCANAAN

Pasal 37

(1) Perangkat Daerah yang membidangi penanaman
modal dan pTSp menJrusun penencanaan sesuai
kewenangan ke dalam dokumen perlencanaan
pembangunan daerah.
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(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (r)
disusun paling sedikit memuat pencapaia, sasaran
peningkatan tata laksa,a, kualitas, dan percepata,
pelayanan perizinan dan nonperizinan Daerah.

(3) Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan
pembangunan daeratr sesuai dengan ketentuan peraturuul
perundang-undangan.

BAB VIII
PENYED ERHANAAN PEI,,AYANAN

Pasal 38

Penyelenggaraan pTsp di Daerah dapat dilakukan
penyederha.naan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan
daya saing Daeratr yang meliputi:
a- jenis pelayanan perizinan dan nonpertdnan; da,.t atau
b. prosedur pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 39

(1) Penyederhanaan jenis pelayanan perizinan dan
nonperizina, sebagaimana dimaksud dalam pasar 3g
huruf a, dilakukan dengan cara:
a. paket paralel perizinan dan nonperizinan; dan
b. menyatukan beberapa jenis perizinan yang sama

menjadi satu izin.
(21 Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (U

dibagi berdasarkan jenis:
a. usaha; dan
b. nonusatra.

(3) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

percepatan waktu penyelesaian pennohonan;
kepastian biaya;
kejelasan prosedur;
penyederhanaan persyaratan;
keterbukaan dan kejelasan inforrnasi;
kemudahan penyampaian pengaduan/keluhan; dan
kejel,asan penyelesaian pengaduan/ keluhan.
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Pasal 4O

prosedur prinrran dan nonperizinan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3g huruf b, dilakukan
dengan cara:
a. mengitegrasikan pelayanan dengan perangkat Daerah

yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil dan
pihak lain yang terkait dengan peningkatan kualitas
layanan publik;

b. mengintegrasikan pelayanan antar daerah provinsi dengan
I(abupaten;

. menyatukan tempat penyelenggaraan layanan; dan

. mengurangi percyaratan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai

c

d

perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud
Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dalam peraturan Bupa.ti.

b. subsistem pelayanan perizinan dan nonperizinan; danc. subsistempendukung.

proses

dalam

BAB IX
PELAYANAN SECARA

Bagian Kesatu
Tujuan dan Ruang Lingkup pSE

Pasal 42

(l) Dalam perizinan dan
nonperizinan daerah oleh pISp menggunakan pSE.

(2) Pelaksanaan pSE sebagaimana dimaksud pada ayat (t)
melalui plSp-el.

(3) PISP Daerah dalam melaksanakan plSp-el
dimaksud pada ayat (1) sistem
elektronik secara andal dan aman serta bertanggung
jawab.

Pasal 43

(l) Ruang lingkup plSp-el terdiri atas:
a. subsistem pelayanan inforrnasi;
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(2) Subsistem Pelayanan Inforrrasi sebagaimana rtirnaksu6
pada ayat (l) huruf a menyediakan jenis informasi paling
sedikit terdiri atas:
a. pa.nduan perizinan dan nonperizinan;
b. direktori PISp Daerah;
c. data realisasi penerbitan perizinan dan nonperizinan

yang disediakan untuk publik;
d. jenis, persyaratan teknis, mekanisrne penelusuran

posisi dokumen pa.da setiap proses, biaya retribusi,
dan waktu pelayanan;

e, tata cara Layanan pengaduan perizinan dan
nonperizinan;
peraturan perundang-undangan di bidang pISp;
pelayanan informasi publik kepa.da masyarakat; dan

f.

c
h

(3) Subsistem pelayanan perizinan dan nonperizinan
sebagaimana dimaksud pa.da ayat (l) huruf b paling
sedikit terdiri atas sistem elektronik yang menyediakan
layanan:
a. plerizit:Larr dan nonperizinan sesuai tahapan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat {l)
huruf a sampai dengan huruf f kecuali huruf e;

b. integrasi dengan perangkat Daerah yang membidangi
IGpendudukan dan Catatan Sipil, dan pihak train yang
terkait;

c. penelusuran proses penerbitan perizinan dan
nonperizinan; dan

d. penerbitan dokumen izin dan nonizin dapa.t berwujud
kertas yang ditandatangani secara manual dibubuhi
stempel basah, atau s€cara elektronik yang memiliki

. data referensi yang digunakan dalam
perizinan dan nonperizinan.

tanda tangan elektronik.
(4) Subsistem pendukung sebagaimana dimaksud

ayat (l) huruf c pafing sedikit terdiri atas
elektronik:
a. pengaturan administrasi jaringan elektrronik;
b. pengaturan administrasi basis data;
c. pengaturan kearnanan informasi dan

elektronik;
d. bantuan permasalahan aplikasi untuk

pelayanan;
pelayanan konsultasi;
pelaporan perkembangan penerbitan izin dan nonizin;

pel;ayanan

pada
sistem

jaringan

petugas

e

f.

c catatan sistem elektnonik;
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h. jejak audit atas seluruh kegiatan dalam pelayanan
perizinan dan nonperizinan;

i. cadangan sistem elektronik dan basis data secara
berkala; dan

j. pusat pemulihan bencana.

Bagian Kedua
Hak Akses

Pasal 44

(1) PTSP-el dapat diakses dengan menggunakan hak akses
atau tanpa menggunakan hak akses.

(2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (21 dapat diakses oleh pengguna tanpa.

hak akses.
(3) Pelayanan perizinan dan

ayat (41 dapat diakses oleh pengguna
menggunakan hak akses.

(4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan
kepada Kepala Perangkat Daerah yang

petugas
pemohon Perizinan dan
instansi lain sesuai dengan
Tata cara pemberian hak

Nonperizinan, dan pegawai

(s) akses sebagaimana dimaksud
pada ayat (a) dilakukan oleh Kepala perangkat Daerah
yang penanaman modal dan pTSp dalam
bentuk petunjuk teloris.

Pasal 45

(1) Pemilik hak akses sebogaimana dimalsud dalam Pasal 44
ayat (4), menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan
kode akses yang dimilikinya.

(2t

penanarnan modal dan pfsp,

dimaksud dalam pasal
pendukung sebagaimana

oleh pihak lain
akses.

43 ayat (3) dan
dimaksud dalam

subsistem
Pasal 43

dengan

dan/ atau pemindahtanganan hak akses
menjadi tanggung jawab pemilik hak

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik

Pasal 46

(1) Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum danakibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan
meliputi:
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a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya
kepada penandatangan;

b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat
prffrcs penandatanganan elektronik hanya berada
dalam kuasa penandatangan;

c. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik
yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat
diketatrui;

d. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang
terkait dengan tanda tangan erektronik tersebut
setelatr waktu penandatangana, dapat diketatrui;

e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk
mengidentifikasi siapa penandatangannya; dan

f. terdapat cara tertentu untuk menudukkan bahwa
penandatangan telah memberikan persetqiuan
terhadap informasi elektronik yang terkait.

(2) Pemanfaatan tanda tang;an elektnonik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memenuhi
persyaratan meliputi:
a. laman PSE menggunakan sertifikat elektronik;
b. penyelenggara da, pemohon memilfui sertifikat

elektronik;
c. penerinuan permohonan dan persyaratan perizinan

dan nonperizinan dalam bentuk elektronik;
d. dokumen i,jn dan nonizin diterbitkan dalern bentuk

dokumen elektronik dengan format portohte hanmerrt
Formnt (PDF);

e. seluruh prloses penerbitan dokumen izin dan norrizjrn
melalui transaksi elektronik yang menggunakan tanda
tangan elektronik;

f. tidak memberikan keterangan atau notifikasi dalam
bentuk kertas;

g. penyerahan dokumen iz,,ar- dan nonizin secara
elektronik; dan

h. arsip d€ltal.
(3) sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi
Elektronik Tersertifikasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) sertilikat elektronik bagi pemohon layanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diperoleh pada
loket khusus PTSP.

(5) Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat {21disebut tanda tangan digtal.
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Pasal 47

(1) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal # ayat (21 huruf d dan transaksi elektronik
sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayet (2) huruf e
yang dibubuhi tanda tangan digihr memiliki kekuatan
hukum yang satr.

(2) Proses pembubuhan tanda tangan digital pada dokumen
elektronik dan transaksi elektronik tidak dibatasi oleh
tempat dan waktu penandatanganan.

(3) Pembubuhan tanda tangan digtal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus menggunakan waktu yang mengacu
pada waktu server milik penyelenggara sertifikasi
Elektnonik.

Pasal 48

(1) Dokumen i,ir- dan nonizin elektronik sebagaimana
dimaksud dalam pasal 46 ayat (21 huruf d dapat
diverifikasi melalui laman prsp atau aplikasi yang dibuat
khusus untuk melakukan verifikasi.

(2) Tanda tangan distal pada transaksi elektronik
sebagaimana dimaksud dalam pasar 46 ayat (2) huruf e
dapat diverifikasi melalui 1ayanan otoritas validasi pada
Penyelenggara Sertifikasi Elektnonik.

(3) Dokumen i,ir- dan nonizin elektr,ronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang dibubuhi tanda tangan
digital yang valid merupakan dokumen otentik.

(4) Hasil cetak dokumen i/ar, dan nonizin elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salinan dari
dokumen otentik

Bagian Keempat
Online Singb Snbmrssfon

Pasal 49

(1) Pemerintah Daerah menggunakan sistem oss dalam
rangka pemberian perizina, Berusaha yang menjadi
kewenangannya.

(2) Penggunaan sistem oss sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengikuti standar integrasi sistem OSS.

(3) Pelaporan pelaksanaa, sistem oss sebagaima,a
dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan oleh Bupati.

(4) Ketentuan lebih ranjut penggunaan sistem oss
sebagaimana rtirnaksud pada ayat (U dan pelaporan
pelaksanaan oss sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dengan peraturan Bupati.
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BAB X
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 5O

(1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan PISP, paling

sedikit meliputi:
a. kantor depanlfront offire;
b. kantor belakang lback offie,
c. ruang pendukung; dan
d. alat/fasilitas pendukung.

(2) I{antor depan/funt offtce sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, paling sedikit terdiri atas:

a. loket penerimaan;
b. loket penyerahan;
c. loket pembayaran;
d. ruang/tempat l,ayanan infonnasi;
e. ruang/tempat layanan pengaduan; dart
f. ruang layanan konsultasi.

(3) I{antor belakang/baak offtre sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, paling sedikit terdiri atas:
a. ruang rapat; dan
b. ruang penrrosesan.

(4) Ruang pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, paling sedikit terdiri atas:
a. ruang tunggu;
b. ruang laktasi;
c. ruang difabel dan manula;
d. ruang bermain anak;
e. ruang arsip dan perpustakaan;
f. toiletlkamar mandi;
g. tempat ibadatr;
h. tempat parkir; dan
i. ruang/tempat malranan dan minurnr(r.

(5) Alat/fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas:
a. seragam pelayanan;
b. formulir;
c. telepon dan mesin faksimile;
d. perangkat komputer, printer, dan scanner;
e. mesin antrian;
f. alat pengukur kepuasan layanan;
g. kotak pengaduan;
h. mesin foto kopi;
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i. kamera pengawas;
j. koneksi internet;
k. laman dan surel;
l. alat penyedia daya listrik;
m. alat pemadaman kebakaran;

ruangan
televisi;
brosur;
banner;
petunjuk arah lokasi; dan
alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan
kebutuhan

Pasal 51

(1) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan PISP-el,
paling sedikit meliputi:
a. koneksi internet;
b. aplikasi pelayanan perizinan, penga.duan, penelusuran

proses penerbitan perizinan dan nonperizinan, jejak
audit, srns ga.teway, dan arsip digital;

c. pusat data, dan senrer aplikasi dan
d. telepon pintar; dan
e. alatlliasilitas Lainnya ESFETI dengan

(2) Pusat data dan server sebaga.imana dimaksud pada ayat
(l) huruf c dapat berbagi pakai dengan pemerintah
dan/atau Perangkat Daerah lain.

BAB)(I
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 52

Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia penyelenggara
fungsi PISP pada Perangkat Daerah yang membidangi
penananran modal dan PTSP dilakul€n secara proporsional
untuk mencapa.i tujuan dan sasaran PISP.

Pasal 53

(1) Aparatur Sryil Negara (ASI.I) yang di
Perangkat Daerah yang

n.
o.
p.
q.

r.
s.

di
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bidangnya dan dianggap mampu melaksanakan tugas
pelayanan publik.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditingkatkan melalui:
a. pendidikan formal; dan
b. pendidikan dan pelatihan secara berkala.

BAB )ilI
ETIKA PEI.AYANAN

Pasal 56

Pasal 54

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan
pelayanan perizina, dan nonperizinan, Bupati memberikan
tunjangan khusus kepada penyerenggara dan t'n teknis
sesuai kemampuan keuangan Daeratr.

Pasal 55

Pemerintah Daerah wajib untuk merrakukan pengembangan
sumber daya ma,usia penyerenggara perraya,a, brpadu satupintu secara berkesinambungan.

(1) Dalam penyelenggaraan prsp diterapkan etika perayanan.
(2) Etika peLayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan sikap aparatur penyelenggara dalam

pelaksanaan pelayanan perizinan a* rrorpu.irirr"rr.

Pasal 57

Etika pelayanan sebagaimana dimaksud dalrm pasal 56
meliputi:
a. disiplin;
b. cepat;
c. tegas;
d. sopan;
e. ramah dan sirnpafik;
f. adil/tidak diskrimatif;
g. terbuka dan jqiur;
h. loyal;
i. sabar;
j. kepatuhan;
k. teladan;
l. komunikatif;
m. kreatif;
n. bertanggung jawab; darr
o. obyektif.
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BABXIII
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

(1) Penyelenggaraan
mutu

Pasal 58

PISP wajib melakukan SKM untuk
dan kualitas pelayanan kepada

(2) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara periodik paling sedikit 1 (satu) kafi dalam
setahun.

(3) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui survei internal dan/atau eksternal.

BAB )CV
FORUM KOMUNIKASI PTSP

Pasal 59

(1) Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pTSp
dapat membentuk forum komunikasi antara pemerintah
Daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan
terkait.

(2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
keanggotaannya paling sedikit terdiri atas unsur:
a. PTSP Provinsi dan/atau PISP Daerah;
b. perwakilan asosiasi penerima layanan;

ombudsnan; dan
d. unsur lainnya yang terkait.

(3) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pa.da ayat (l)
mempunyai fungsi paling sedikit:

pelrizimarr dan

b. melakukan evaluasi Penyelenggaraan PISP; dan
c. memberikan rekomendasi kepa.da Bupa.ti.

(4) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1)

dibentuk dengan Keputusan Bupa.ti.

BAB XV
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasaf 60

(1) Pengawasan dan evaluasi
dan dilakukan secara terPa.du oleh

Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan Perangkat

Daerah Teknis.
(2) Pengawasan masyarat<at dilakukan melalui optimalisasi

terhadap

a.

c.

hasil survei
PlSP
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(3) Hasil pengawasan, pengendalian, dan evaluasi
pelaksanaan perizinan dan nonperizinal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)

a. untuk
sebagai:

pr,,rizrirrarr dan

yang

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ; dan

b. bahan rekomendasi kepada penyelenggara PTSP dalam
rang[a
pemilik

penetapan dan pemberian sanksi kepada
dan

perizinan dan nonperizinan tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan

Pasal 61

Pengawasan penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh:
a. lemb"gR negara yang

pemeriksaan keuangan negana;
b. lembaga negErra ydng

pengawasan pelayanan publik; dan
c. aparat pengawas intern pemerintah daerah.

BABXVI

Fasal 62

(1) Pembinaan atas penyelenggaraan PISP dilakukan secara
be{enjang dan oleh Bupati sesuai
dengan kewenangan dalam rangka meningfu.tkan dan
mempertahankan mutu pelayanan.

(2) Pembinaan sebagaimana dirnaksqfl pa.da ayat (l), meliputi
pengembangan sistem, sumber daya manusia dan
jaringan kerja sesuai kebutuhan, yang
melalui:
a. koordinasi scara berkala;
b.
c. pelatihan, pemagangan; dan
d. perencanaan, penelitian dan pengembangan, promosi,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan
publik.

BAB XVII

Pasal 63

(1) Kepala Ferangkat Daerah yang
modal dan PISP menyampa.ikan laporan secara tertulis

proses
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penyelenggaraan PTSP secara berkala setiap 3 (fiSa) bulan
dan/atau sewalctu-walrtu sesuai dengan kebutuhan.

(2) Laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. kelembagaan dan struktur organisasi Perangkat

Daeratr yang membidangi penanaman modal dan
PTSP;

b. pendelegasian kewenangan;
c. sumber daya manusia;
d. sarana dan prasarana;
e. MPP, standar pelayanan, dan standar operasional

prosedur;
f. SKM;
g. pengelolaan pengaduan;
h. inovasi layanan;
i. penyelenggaraanpenyuluhan;
j. penyederhanaan jenis dan prosedur
k. pemberian insentif dan kemudatran penanaman

modal;
l. jumlah izin dan nonizin yang terbit;
m. rencana dan realisasi investasi; dan
n. kendala dan solusi.

(3) Khusus pelaporan jumlah izan dan nonizin sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 huruf I juga dilaporkan setiap
bulan paling lambat pada minggu kedua bulan
berikutnya.

(4) La.poran penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dan ayat (3) dapat dilakukan secara manual
dan/atau elektronik.

BAB XVIII
PENDANAAN

Pasal 64

Biaya Penyelenggaraan PTSP dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan.

BAB xIX
SANKSI ADMIMSTRATIF

Pasal 65

(1) Pelanggaran ketentan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15, Pasal 16, Pasal tT, pasal 24 dan pasal 25
dikenakan sanksi administratif.
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(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:
a. teguran lisan; dan
b. teguran tertulis.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

(1) Penyelenggaraan PTSP yang ada harus disesuaikan
dengan Peraturan Daeratr ini paling lama 1 (sahr)
tahun terhitung sejak peratura, Daerah ini
diundangkan.

(2) Apabila jangka waktu perizinan dan nonperizinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir,
untuk perpanjangan dilakul€n sesuai dengan ketentuan
Peraturan Daerah ini.

(3) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka perangkat
Daerah y*tg melaya,i da, memproses perizina, yang
akan dilimpahkan ke PTsp, fidak boteh lagi melayani dan
memproses perizinan/nonperizinan, dengan urasa transisi
pelaksanaan pelimpahan yang diatur dalam peraturan
Bupati.

Pasal 67

seluruh per:rrohonan pen,inan dan nonperizinan yang
diajukan sebelum Peraturan Daeratr ini mulai berlaku,
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati yang
berlaku sebelumnya.

Pasal 68

Keputusan pemberian sanksi atas penyalatrgunaan peridnarr
dan nonlrerizinan oleh perangtcat Daeratr Gknis sebelum
Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetapi belum diproses,
penyelesaian penetapan pemberian sanksinya dilimpahkan ke
Perangfuat Daeratr yang membidangi penanaman modal dan
PTSP.

Pasal 69

Arsip da' dokumen perizina, dan nonperizinan yang
ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan
didokumentasikan Ferangkat Daerah t"tori" diserahkan
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kfeada rcraagkat Daeratr yang membidarrgi perrasaman
modal dan PIIIP.

BAB }O(I
KglEl{rufl{ PEflUTT,'P

Pasat 70

Penafirren Deerah ini
diundangkan. l

mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orarg mengetatruinya memerlukan perrgundangn
Ferattuan Daesah ini dalam lembaran Daeratr Kabupaten

Ditctaphn di Rantepao
pede tengat 4 Oktober zOLg

TORA.IA UTARA,

o

t
4

Diundangkan di Rarrtepao :

pada tanggal4 Okbber 2Atr9 ,

,tAU{

DAERATI
T'TARAb

LEMBARAN DAERA}I IGBUPATEN TORATA UTARA TAHUN 2OL9 NOMOR 11.

NOREG PERATTJRAN DAERAI{ IGBTJPATEN TORA'A UTtrRA PROVINSI

SUI,AITESI SEI,ATAI{ B.HIiHAM. 1 1. 1 E{I. 19.

e
!.
t
L
)
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ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA.'A UTARA

NOMOR 1I TAHUN 2019
TENTANG

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. UMUM

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PISP) adalah secara
terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan
sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Dalam rangka lebih
kepa.da masyarakat serta

mendekatkan dan meningftatkan petrayanan

mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, akuntabel,
pasti, dan terjangkau, maka dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu
pintu untuk menyatukan pnoses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat
pelayanan perizinan dan

Sejak dikeluarkannya Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor I Tahun
2Ol7 tentarrg Pendelegasian dan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal PeLayanan
Terpadu Satu Pintu I(abupa.ten Toraja Utara, maka proses penyelenggaraan
perizinan dan nonperizinan secara terpadu dapat dilaksanakan dengan
baik, dengan tujuan PERANGKAT DAERAH YANG
PENANAMAN MODAL DAN PTSP dijadikan pusat pelayanan perizinan dan
nonperizinan di Kabupaten Toraja Utara.

Perkembangan informasi yang semakin canggih, maka
pmerintah daerah dituntut untuk melaksanakan pelayanan terpadu satu
pintu dengan sarana penunjang yang memadai, untuk memenuhi
kebutuhan masyaral<at dan mempermudah proses serta

unit-unit pelayanan.

Seiring dengan perkembangan dan dinamika serta meningkatnya
ekonomi yang pada tingginya kegiatan

pada berbagai sektor ekonomi dan perubahan Undang-Undang dan
yang mengatur tentang PTSP, maka Daerah

Kabupa.ten perlu melakukan penyesuaian dengan peraturan tersebut. Selain
itu pemerintah dalam hal ini berupaya meningkatkan pertumbuhan
ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan
nonperizinan kepada masyarakat melalui sistem Pelayanan Terpa.du Satu
Pintu yang dafam rangka untuk

F']T2[EI terintegrasi dalam satu kesatuan
proses.

Berdasarkan
Toraja Utara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun materi yang diatur dalam peraturan
Daerah ini meliputi: ketentuan umum, asas, maksud, tujuan dan sasaran,

di atas,

proses guna

Kabupaten
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ruang lingkup, pemohon, penyederhanaan pelayanan, penyelenggaraan
pelayanan terpadu satu pintu, kewenangan pelayanan, tolok ukur, proses,
waktu dan biaya penyelenggaraan, sumber daya manuda, pelayanan secara
elektronik dan keterbukaan, penolakan, penangguhan, pernbatalan dan
pencabutan, dan evduasi,
penanganan penga.duan, serta kerjasama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jeLas.

Pasat 2
Hurufa

Yang dimaksud dengan umum adalah
pelayanan tidak boleh

pribadi dan/atau golongan.
Huruf b

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah jaminan
terwujudnya kepastian hak dan kewajiban masyarakat dan
penyelenggaraan dalam penyelenggaraan pelayanan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan kesemaan hak adatah pemberian
pelayanan tidak membedakan suku, nas, agarna, golongan,
gender, dan status ekonomi.

Huruf d
Yang dimaksud dengan hak dan kewajiban
adalah Pemenuhan hak harus seimbang dengan keuajiban
yang harus dilaksanaf<an, baik oleh pemberi maupun
penerima pelayanan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan keprofesionalan adalah pelaksana
pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan
bidang tugas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan
peran serta masyarakat dalarn penyelengganaan pel,ayanan
dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan
masyarakat.

Huruf g
Yang dimaksud

adalah

dengan persamaan
adalah setiap warga

perlakuan/tidak
negaxa berhak

memperoleh pelayanan yang adil.
Huruf h

Yang dimaksud dengan adafah setiap
penerima pelayanan dapa.t dengan mudah meng:rkses dan
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informasi mengenai

Huruf i
Yang dimaksud dengan

Hurufj

sesuai dengan standar yang
Huruf k

pelayanan.
Huruf I

Yang dimaksud dengan

Cukup jelas.

sesuat

yang

adalah proses
harus dapa.t

dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Yang dimaksud dengan waktu addah
penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepa.t waldu

Yang dimaksud dengan fasilitas dan perlakuan khusus bagi
kelompok rentan adalah pemberian kemudahan terhadap

rentan sehingga tercipta keadilan dalam

kemudahan, dan
adalah setiap jenis pelayanan dilakukan

secara cepat, mudah, dan terjangkau.

Pasal 3

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukupjelas.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:
- cepat adalah pelayanan yang dilakukan dalam waktu singkat,

segera atau lekas dan terukur.
- muralr adalah bdaya playanan yang dikeluarkan lebih kecil,

sedikit atau lebih tendah dan terukur.
- mudah adalah prosedur pelayanan yang tidak berbelit-belit,

mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
transparan adalah pelayanan bersifat nyata, jelas dan terbuka.

- pasti adal,ah pelayanan tetap dan sesuai dengan ketentuan.
terjangkau adalah pelayanan mudah dan dapat dirasakan oleh
seluruh lapisan
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Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 1O

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal f2
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jel,as.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasat 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukupjelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas
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Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukupjelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jel,as.

Pasal 35

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup Jel,as.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 4O

Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Yang dimaksud dengan "dokumen lengkap dan benar" adatah
dilengkapi dengan rekomendasi dari dinas teknis sesuai dengan
jenis perizinan
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Pasal 42
Ayat (1)

PSE bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas
kepa.da masyarakat untuk memperoleh pelayanan
prizinan dan nonperizinan yang lebih mudah, cepat,
tepa.t, efisien, transparan, dan akuntabel.

Ayat (2)

Cukup Jel,as.
Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup JeLas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jel,as.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.
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Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Huruf a

Yang dimaksud dengan "disiplin" antara lain dilakukan
dengan cara hadir tepa.t waktu sesuai dengan jam kerja,
tertib sesuai dengan ketentuan tata caxa
pakaian dinas, tertib berbicara dalam batas etika dan
moralitas serta tidak melanggar ketentuan

Huruf b
Yang dimaksud dengan "cepat, antara lain dilakukan
dengnn cara menyelesaikan berbagai urusan pelayanan
publik yang menjadi kewajibal dan tanggung jawab

pelayanan sesuai dengan jadwal waktu
layanan yang sudah

Huruf c
Yang dimaksud dengan "tega.so antara lain dilakukan
dengan cara tidat< memberikan ruang toleransi terhadap
kolusi, korupsi dan nepotisrne dalam bentuk apapun yang
terkait dengan

Huruf d
pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Yang dimaksud dengan "sopan, antaxa. lain dilakukan
dengan cara tingkah laku yang baik dan berbicara yang
wajar sesuai dengan etika dan norrna kesopanan pa.da saat

pengguna jasa layanan perizinan dan
Non

Huruf e
Yang rlimaksud dengan "ramah dan simpa.tilf antara Lain

dengan cara berbudi bahasa yang menarik,
bertutur kata manis dan

Huruf f

sama terhadap pengguna layanan.
Huruf g

Yang dirnaksud dengan "terbuka
dilakukan dengan cara
materi, data dan prosea

Huruf h

yang
melaksanakan pelayanan perizinan

dan jujur' antara lain
infonnasi tentang

yang
datram

dan Nonperizinan

Yang dimaksud dengan "adil/tidak dislaiminatif" antara
lain dilakukan dengan cara memberikan kesempa.tan yang

pelayanan yangjelas dan benar.

Yang dimaksud dengan "loyal" antara lain dilakukan
dengan cara melaksanakan perintah atasan dan wajib

secaxa cepat dan benar kepa.da atasan terkait
dengan pelaksanaan pelayanan.

43



Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup JeLas.

Pasal 6O

Cukup Jelas.

Pasat 61
Cukup Jelas.

lain
efektif

dengan "laeatil" antara Iain
cara melakukan inovasi yang

Hurufi
Yang dimaksud dengan "sabal. antara lain dilakukan
dengan cara menahan emosi manakafa
pernyataan dan perilaku pengguna jasa Layanan yang
menymggung perasaan.

Hurufj
Yang dimaksud dengan "kepa.tuhan" antara lain dilakuLan
dengan cara kegiatan

sesuai dengan standar pelayanan dan standar
prosedur untuk memenuhi tingkat kepuasan

para pengguna jasa layanan Perizinan dan Non
Huruf k

Yang rlirnaksud dengan "teladan" antara lain dilakukan
deng:rn cara memberikan contoh perilaku yang baik kepa.da
rekan kerja rnaupun kepa.da para pengguna jasa layanan
Perizinan dan Nonperizinan.

Hurufl
Yang r{irnaksrrd dengan antara
dilakukan dengan cara berkomunikasi socara
dengan para pengguna jasa layanan pada saat memberikan
pelayanan Ferizinan dan Nonperizinan.

Huruf m
Yang dimaksud
dilakukan dengan
konstruktif dan untuk mempercepat dan

pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan.

Huruf n
Yang dimaksud dengan jawab" antara l,ain
dilakul€n sesuai dengan ketentuan peraturan

Huruf o
Yang dimaksud dengan "objektip antara lain
dilakukan dengan cara tidak memihak kepada salah
satu dari pengguna jr* layanan perizinan dan
Nonperizinan,
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Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup JeLas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORA.IA UTARA NOMOR 108.
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